
 

 

 

 

Alamat  : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang  

                    Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu  

Telepon  : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567  

Email      : bawaslumahulu150818@gmail.com 

 

 

Nomor  : 013/PM.00.02/K.KI-07/08/2024                  Ujoh Bilang, 27 Agustus 2024     

Sifat   :  Segera 

Lampiran :  -  

Hal  :  Imbauan 

 

Kepada Yth. 

  Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 

           Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kampung 

           Kabupaten Mahakam Ulu 

         

di- 

 Tempat 

A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang; 

4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan 

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 92 Tahun 

2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. 
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B. Imbauan 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan 

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan 

pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas 

pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan 

yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya 

pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa, maka dengan ini Bawaslu 

Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa Pasal Pasal 29 huruf b menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang 

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

2. Pasal 29 huruf g menyatakan bahwa kepala desa dilarang menjadi 

pengurus partai politik; 

3. Pasal 29 huruf j menyatakan bahwa kepala desa dilarang ikut serta 

dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan 

kepala daerah; 

4. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa yang melanggar 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi 

administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya 

pada ayat (2) menyatakan Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 

pemberhentian; 

5. Pasal 51 huruf b menyatakan bahwa perangkat desa dilarang membuat 

keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak 

lain, dan/atau golongan tertentu; 

6. Pasal 51 huruf g menyatakan bahwa perangkat desa dilarang menjadi 

pengurus partai politik; 

 

 



 

 

 

 

7. Pasal 51 huruf j menyatakan bahwa perangkat lesa dilarang ikut serta 

dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan 

kepala daerah; 

8. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Desa yang melanggar 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi 

administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Selanjutnya 

pada ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan 

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan 

pemberhentian; 

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (2) huruf h dan i menyatakan bahwa 

pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu 

dilarang mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa; 

10. Pasal 280 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim 

kampanye Pemilu; 

11. Pasal 494 menyatakan bahwa setiap Apararatur Sipil Negara, anggota 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 

(dua belas juta rupiah); 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten 

Mahakam Ulu mengimbau kepada Kepala DPMK untuk dapat meneruskan 

dan mengimbau kepada seluruh Kepala Desa/Petinggi sebagai berikut: 

1. Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga 

integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 

tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi 

dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah 

ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Mahakam Ulu; 

 

 



 

2. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat 

menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah 

ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  

Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu 

dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun 

program-program pemerintah; dan 

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di 

instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas Kepala Desa, 

Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Wakil Bupati 

Mahakam Ulu. 

 

Demikian Imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima 

kasih. 

                                                                                  Ketua, 

 

 

                                                                           Saaludin, S.Pd.I 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 
2. Arsip  

 

 

 

 

 

 


